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BAB IV 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai 

pertanggungjawaban hukum dalam menjamin kualitas pelayanan di 

Puskesmas Pasar Usang Kabupaten Padang Pariaman dapat disimpulkan 

bahwa:  

1. Pertanggungjawaban hukum dalam menjamin kualitas pelayanan di 

Puskesmas Pasar Usang Kabupaten Padang Pariaman yaitu memiliki 

tanggung jawab hukum. Sebagai penyedia layanan kesehatan tingkat 

pertama, Puskesmas Pasar Usang Kabupaten Padang Pariamn 

memiliki tanggung jawab hukum dalam menjamin hak-hak pasien, 

termasuk hak atas informasi kesehatan, pelayanan yang bermutu, 

privasi medis, serta hak untuk menyetujui atau menolak tindakan 

medis. Sebagai puskesmas dengan akreditasi paripurna, Puskesmas 

Pasar Usang telah berupaya menjalankan sistem pelayanan kesehatan 

yang sesuai dengan standar yang ditetapkan, termasuk sistem 

akreditasi, monitoring kualitas pelayanan, serta mekanisme pengaduan 

bagi masyarakat.  

2. Kendala dalam menjamin kualitas pelayanan di Puskesmas Pasar 

Usang Kabupaten Padang Pariaman. 

Terdapat beberapa yang alami oleh puskesmas pasar usang yang itu 

terhadap pasien BPJS yang sering mintak rujukan kepuskesmas, 

padahal puskesmas masih bisa melakukan penangan terhadap pasien 

tersebut. Serta adanya sarana prasana yang rusak sedang mau rusak 
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parah seperti polindes, puskesmas pembantu, poskesdes, Doppler 

untuk jantung janin, Dentas hand piece, kursi gigi, Kursi roda standar, 

Suction pump portable.  

Serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengikuti prosedur 

kesehatan yang ditetapkan puskesmas masih perlu ditingkatkan, 

terutama dalam hal kepatuhan terhadap aturan seperti masih banyak 

pasien yang enggan mengikuti protokol kesehatan sederhana, seperti 

menggunakan masker ketika sedang sakit. Selain itu, budaya antre di 

puskesmas masih menjadi tantangan, di mana beberapa pasien 

menginginkan pelayanan cepat tanpa mengikuti prosedur yang 

berlaku. 

3. Upaya hukum dalam menjamin kualitas pelayanan di Puskesmas 

Pasara Usang Kabupaten Padang Pariaman terdapat berbagai upaya 

telah dilakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya 

layanan kesehatan di puskesmas. Dengan berbagai langkah yang telah 

dilakukan, diharapkan pelayanan kesehatan di Puskesmas Pasar Usang 

Kabupaten Padang Pariaman dapat terus meningkat dan semakin 

optimal dalam memberikan layanan kepada masyarakat.  
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B. Saran 

Adapun saran yang dapat penulis berikan berdasarkan dari penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Dalam peningkatan pelayanan kesehatan Puskesmas Pasar Usang 

Kabupaten Padang Pariaman pihak puskesmas harus melakukan 

evalusi terhadap pelayanan yang diberikan oleh petugas serta 

kecakapan tenaga Kesehatan dalam melayani pasien. Selain itu, 

peningkatan jumlah alat kesehatan juga perlu dipertimbangkan guna 

menjamin pelayanan yang lebih maksimal.   

2. Dengan sistem yang lebih efisien dan terpusat, tenaga medis dapat 

lebih fokus dalam memberikan pelayanan kepada pasien, serta 

meminimalkan kesalahan yang dapat berdampak pada kualitas 

layanan Kesehatan yang diberikan. 

3.  Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya 

layanan kesehatan di puskesmas, diperlukan edukasi dan sosialisasi 

yang lebih intensif. Masyarakat perlu diberikan pemahaman tentang 

prosedur administrasi yang benar, manfaat kepesertaan BPJS, serta 

pentingnya mengikuti aturan dalam pelayanan Kesehatan. Gauna 

meningkatnya kualitas pelayaan yang di puskesmas pasar usang 

kabupaten padang pariaman. 
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